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Salah satu tuntutan masyarakat dalam
era reformasi saat ini adalah diwujudkan-
nya suatu Lembaga Kepolisian yang
Mandiri {tidak terstruktur menjadi satu
lembaga militer} dan mempunyai postur
serta kemampuan profesionalisme sesuai
tingkat perkembangan jamannya, hai
tersebut secara bertahap dan berlanjut
sedang dalam upaya dan proses
perwujudannya. r
Sehubungan tuntutan kebutuhan tersebut
disampaikan suatu kajian tentang
pembangunan Polri sebagai Lembaga
Kepolisian yang mandiri dalam ruang
lingkup pengembangan tugas, pembinaan
personil dan pembangunan manajemen
sesuai situasi dan kandum yang dihadapi
saat ini.

Pengembangan tugas Polri sesuai
tingkat  kehidupan  masyarakat
memerlukan berbagai sentuhan terhadap
nilai, moral, falsafah, etika maupun tata
kerja yang mendasari pembentukan sifat
dan struktur arganisasi kelembagaan,

norma maupun kebutuhan kemamguan dan
piranti kerja yang menjadi disiplin
tugasnya. Untuk hal tersebut periu dikenali
terlebih dahuly berbagai aspek yang
melatar helakangl melingkupi dan atau
mewamai tuntutan tugas kepai:sran yang
terkandung dalam kebijaksanaan Polri
mandiri tersebut, yaitu antara %am ada!ah
sehagai berikut =

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat
terhadap layanan kepelisian, karena
dengan mengetahui hal tersebut dapat
ditentukan peran, kewenangan, tugas
maupun kelembagaan Polri yang harus
diwujudkan. Berbagai tuntutan kebutuhan
masyarakat akan layanan kepolisian
tersebut harus menjadi acuan atau
konsensus dalam pala pikir dan sikap
tindak kerja Polri, sehingga berbagai
komitmen kerja, wujud kelembagaan dan
penampilan serta postur dan potensi kerja
Kepolisian yang harus dibentuk dalam
lembaga Polri harus dapat diselaraskan
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' '_;dengan harapan masyarakat tarhadap_
tuntutan kebutuhan akan kepnhsnan_

-tersehut ik

2 Pe!stlk Pemersntah dan kemauan

:masyarakat untuk men;ad;kaﬁ Sistem
-tugas Kapehszan sebagai- komponen

.- __'_:pemmg._dalarn mawjudk ke_langsungan_
' : asional, -hal ini dapat

' -_dltampakan dan kehzdupan Pohttk ekonomi
maypun...sosial . yang - menyangkut
_pe!aksanaan' dan keherhasﬁan keqa Palri.
Hal tersebut Iuga dapat tercermin dari
'kaberadaan dan atau kepentmgan berhagai
plhak terka:t dalam pekerjaan kepahsmn
serta sejauh mana kemampuan dan

dominasi Polri itu sendiri daiam ‘

melaksanakan peran berhagat peran dan
tugas Kepolisian yang diembannya. ~

3. Konsep Pembangunan Sistem fugas
kepafrsaan 'yang mengaran pada berbagal
hal yang menyangkut situasi dan kondisi
lingkungan strategis dalam Pembaﬂgunan
Nasional, dalam hal ini ditampakkan dari
harapan berbagai pihak dalam mewujudkan
suasana tertib hukum dan ketentraman
dari harapan berbagai masyarakat melalui
pelaksanaan tugas -kepolisian yang
dihebankan pada pundak Polri. :

Berbagai hal tersebut ‘di atas harus
dicerna dan diwujudkan dalam kuitur
pembentukan Polri sebagai lembaga
Kepolisian mandiri, antara lain dalam hal
sebagai berikut

1 Keh;;aksanaan dafam pembmaann_

: s;stem fugas . kepal;31an pembentukan. :
.kemapan kemampuan fisik, sarana maupun'

sumber daya Polri: harus dlsesua;kan
dengan berbagai parmasalanan, gejolak -
dan konflik sosial yang sedang herkembang_

“dalam kehidupan .masyarakatnya,
_-_khususnya yang: hersangkutan dengan .
‘tingkat mobilitas- dan perkemi}angan

penduduk, kema;uan teknologi,: per-
gerseran .tata pilai serta tun.tu__tan_
kehutuhan [’udup yang layak '

2 Keb:;akan meiakukan vahdam struktur
maupun pms__edur organisasi tugas :Palri
yang ditakukan secara selektif dan prioritas
dalam proses insidental maupun periodik
harus didasarkan pada konsensus-kerja
Polri dengan memperhatikan aspek
keterbatasan kemampuan dan kelangkaan
sumher daya ds hngkungannya dan '

3 Penentuan harhaga; arah, sasaran dan
target -operasional dalam bidang
pembinaan kemampuan maupun pelak -
sanaan tugas - Polri harus selaly dapat
disesuaikan dengan dinamika, tuntutan
dan pola. hidup masyarakat yang
menyangkut aspek politik, ekonomi sostal
maupun teknologi. :

Untuk melakukan pembinaan si}rﬁher
daya personil Polri dalam pelaksanaan
tugas kepolisian yang profesicnal, terlebih




dahuiu harus diketahui berbagai’ prinsip
pokok dalam: pela interaksi yang berlaku
pada human-gcelogy, yaltu antara ia;n
adaiah sebaga: benkut 2

1. Prinsip dalam interaksi'sosial yang
membutuhkan s:kap saimg keterkaiatan
dan ketergantungan antar -komponen,
khususnya dalam proses pemenuhan
kebutuhan- dan pendayagunaan: sumber
daya di lingkungannya secara bersama.
Mendasarkan prinsip tersebut, pembinaan
sumber daya personil ‘Polri harus
mendasarkan pada berbagai pola
kehidupan antroproseniris dari berbagai
unsur komponennya, baik dalam hubungan
imanen yang bersifat inklusif maupun
dalam ‘hubungan a‘ransenden yang
hersifat ekslusnf - :

2. Prinsip dalam adaptasi sosial yang
dikaitkan dengan kondisi keberadaan,
kelimpahan dan proses pendistribusian
sumber daya personil tugas Kepolisian
dalam lingkup lokal , temporal maupun
berlanjut. Dalam hal ini setiap proses
adaptasi sosial vang harus dilakukan dalam
tugas Polri selain akan memberikan
produktifitas juga akan menjadikan suaty
degradasi bagi lingkungannya sehingga
memperhatikan halini agar dalam pengtuan
kebijaksanaan yang mengakibatkan suaty
perubahan dalam lingkup populasi,

—{JURNAL LITBANG POLRI NG, 2139 |

komunitas dan atau relung kehidupan
{miche) sumber daya personil Polri-harus
dapat diprediksikan berbagai bentuk akibat
atau dampak yang ditimbulkan dalam
evolusi 'kondisi dan kem’am’puannyai i

3. Prinsip terjadinya kerusakan dan
kesusuian sumber daya yang sering
terjad; ka_{ena dlsehab_kan adanya faktor
keterpaksaan, keterbatasan pengetahuan
dan atau kecorohohan dalam proses
pendayagunaan dan atau pengelolaannya
sehingga memperhatikan hal tersebut
dalam setiap kebijaksanaan perawatan,
reproduksi maupun pembinaan sumber
daya personil Polri harus dapat
memperhatikan berbagai aspek masalah
yang melingkupinya. -

4. Prinsip %giangsungan hidﬁ_pf _'yang

tampakan dalam proses eksistensi
degradasi dan destruksinya dala rangka
survival, dominansi dan atau growth de-
velopment sehubungan dengan situasi dan
kondisi lingkungan yang dihadapinya,
sehingga mendasari prinsip fersebut maka
dalam pembinaan sumber daya personil
Polri yang terlebih dahulu diketahui peta
interaksi sosial tugas kepolisian yang harus
diemban Polri, agar dalam gembinaan dan
pengembangannya dapat ditentukan dasar
arah dan target operasionalnya sesuai
situasi yang dihadapinya.
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'5 Prmsnp ksmpetuss hzdup yang
dxtampa!{an dalam. berbaga: bentuk
mutwas; S|E<ap penlaku, aspirasi; perseps:
dan peran serta-dari; herbaga; unsur
.kehzdupan dalam: eknsnstem kerjanya
sehmgga memperhatlkan ;mns;p tersebut
maka daiam pembmaan dan pengembangan

' hatlkan se‘uap sikap apatlsme dan atau
antipati dan pihak lain yang dapat men]adi
sumber, kenfhk dalam keiangsungan
kerjanya -

6. Pnnsnp E(e!angkaan mamentum dan
keterbatasan sumber daya, sehubungan
dengan adanya keterbatasan kemampuan
kemampuan, waktu dan atau ruang gerak
dengan’ meimgkup kemdupan para parsonil
POLRI, mendasari prinsip tersebut maka
dalam pemhmaan dan_ pengembangan
sumber daya personil POLR! perlu selalu
mewaspadai berbagai pola perilaku
menyimpang yang dilakukan oleh oknum
unsur personil POLRI dalam pemenuhan
tuntutan kehutuhan hidupnya agar tidak
merusak kondisi kelangsungan dan
keterbatasan tugas POLRI di lingkungannya.
Memperhat;kan berbagai prms:p ekologi
pengemhangan sumber daya persem! POLR!
sebagaf pelaksana tugas lembaga kepolisian
yang mandiri harus dapat mendasarkan
pada berbagai tuntutan kebutuhan tersebut
di atas, baik dalam proses produksi, suksesi
maupun dekemposisinya.

Untuk mewu;udkan postur kemampuaﬂ'-

-profesmnal kepolisian kepada parsonil
POLRL, terlebih dahulu periu dlpahaml"_' '

berbagai hal sebagaiberikut.: Bl
1. Pengadaan sumber daya persoml POLRI

tidak dapat dilepaskan dari tuatutan

kebutuhan jumlah,smuty, komposisi,”
dinamika serta struktur angkataﬂ kerjanya:
yang. d;kaltkan dengan proses pmduks:,iﬂ_
degradasu maupun_dekomposisinya, oleh
karena ity dalam proses pengadaan persoml :
dan peningkatan profesional kepolisian yang

dilakukan 'dalam pembinaan maupun

- pengembangansumber daya personil POLRE

selain harus - memperhatikan kurva
permintaan kemampuan personil POLRI
dalam - sektor “dan “kurun wakiy
penugasannya, juga harus memperhatikan
aspek keseimbangan populasi dan
Komunitasnya yang dihadapkan pada aspek
kesimbangan populasi dan komunitasnya
yang dihadapkan pada aspek keterbatasan
ruang, momenium maupun kemampuan
pengadaan sarana dan prasarana tugasnya.

2. -Pembinaan Sumber daya personil POLRI
selain harus memparhatikan keterbatasan
dalam pengadaan dan produktifitasnya, juga
harus memperhatikan kesiapan kaderisasi
kepemimpinan dalam proses evolusi dan
suksesi alami yang dihadapinya

3. Pendayagunaan sumber daya persomi
POLRI selain harus memperhatikan kemam- -

puan kualitatif dan kuantitatif yang
dibutuhkan, juga perlu memperhatikan




:

kelimpahan personil yang -tidak mampu

sksis ' dalam peran-dan tugasnya, hal .
sarsebuf dilakukan untuk tidak menambah

konflik sosial secaraintern. -

4. Pérﬁbinaan dan pengambangan sumber

dava. personil POLRI selain ditujukan untuk

memenuhi tuntutan operasional dan atau
pencapaian .target optimai pelaksanaan
tugas-kepolisian sesuai dengan :tuntutan
kebutuhan-masyarakat, juga harus
mamperhatikan - berbagai

keluarga maupun kemunitas personil
POLRI'yang dikaitkan dengan tuntutan
kebutuhan dalam proses produkiifitas,
eksistensi maupun degradasinya.

8. Evaluasi dan validasi terhadap mutu
kemampuan dan-atau postur sumber daya
personil POLRI dalam peran dan tugasnya,
harus juga memperhitungkan bentuk balas
jasa atau imbalan serta pengadaan untuk
kesejahteraan hidupnya yang sesuai
dengan tingkat kebutuhan fisik minimum,
indeks harga maupun pertumbuhan
kehidupan masyarakat di daerah kerjanya.

Sedangkan untuk mengembangkan-

manajemen struktur dan postur organisasi
kerja kepolisian dalam lembaga POLRI,
teriebih dahuly harus memperhatikan
berbagai hal sebagai berikut :

1. Pembinaan manajemen POLRI harus
didasarkan pada suatu tatanan kerja yang

aspek
pemenuhan tuntutan /esure untuk individy,
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dilengkapi dengan sarana, sistem kerja
serta piranti ‘pengawasan yang tidak
mematikan ‘suasana‘demokrasi dalam
kreatifitas maupun kompetisi kerja dari
UNSUF. fungsn dan-unit kenanya '

2. Penentuan WSur fungs; dan atau umt
orgamsas; kerja kepolisian yang harus
diprioritaskan sebagai ujung tombak atau
lapis kemampuan terdepan_ tia!am
ope_r_amqna_! tugas POLRI, harus ditunjang
dengan kemampuan memotivasi agar
seluruh komponen kerjanya mampu
mengetahul, loyal dan dapat mewdjudkan
sefiap rencana, sasaran maupun target
kerja organisasi yang ditentukan. Dalam
hal ini inti kemampuan motivasi tersebut
meliputi kesiapan berbagai potensi untuk
melakukan Auman relation yang
menyentuh aspek pembinaan kepe-
mimpinan - {feadership and executive de-
velopment), tugas serta kedisiplinan kerja.

3. Dalam proses pengembangan dan
pembinaan manajemen organisasi kerja
kepolisian sebagai unit pelayanan publik,
perlumemperhatikan berbagai hal sebagai
berikut :

a. Tingkat perkembangan teknologi
dan kehidupan sosial masyarakatnya
yang sering membuat berbagai
keterbatasan kemampuan dalam
heterogenitas kerianya, sehingga untuk
mengatisipasi  hal ini  perlu
diciptakannya kondisi kerjasama antar
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2 '-"secara harmoms

b Struktur dan mob:iitas pendudukﬁ ok
- ':-yangdntsmbuikaﬂakuhatpmsesmlgras;;_' i
- -penduduk dan pengembangan tata..
- ruang,karena dengan: mengetahu:_-".
““'keadaan tersebut dapat: dltentukan;f:_'_'i__
- postur kemampuan mobilitas dan
-+ ‘kecakapan komunikasi: sas;at set:ap_ :

- omisi .un_su_r_fungsa _dan unit- kerja__P_ﬂ_L_;R&

_:'fdaiérﬁ.pelaksanaénfiu'gas képdlisian':- :

2B Berhagas kecendemngan peruhahan :
-_;.::_dan atau parkembangan dalam tata.
- kehidupan .masyarakatnya yang.

berhubungan dengan herbagai masalah
yang dapat menjadi sumber konflik,
- karena dengan keadaan tersebut dapat
-dijadikan dasar penentuan misi
- indakan, ‘tahapan, -sasaran maupun
taget pembinaan majemen organisasi;
“d. Filsafat hidup, nilai kerja serta sifat
organisasi POLRI yang dapat
membentuk ikatan moral dalam
mewujudkan suatu tekad dan pola
sikap hidup bersama, membangunan
kerjasama dan atau mewujudkan misi
organisasi tugas kepolisian yang
diembannya; dan

g. Kecakapan para pemimpin setiap
unit kerjanya, karena inti keberhasilan

unat__kerja maupun dengan umt kerja.}._'_'
+:pada organisasi keqa Iam yang terkalt_'._

. '_miss tugas daﬂ kesuksesan arganzsam e

. kerja POLR akan ditentukan oleh sikap

. _-_-1'-peralaku dan kete[adanan dan para.___"_'_'

-atas maka dalam pemhmaan mana;emen

organisasi: POLR! ‘sebagai, lembaga
kepalisian yang p.ofesmnal dan mandiri,
diperlukan berbagal seniuhan sebaga:

..harlkui

‘i Menghadapi tuntutan mgas kepohsxan__ :
yang semakin kompleks. dengan di-.
hadapkan pada: berbagai - ke_te_rhata_san,’__
menuntut.dibentuk dan dilakukan suatu.
sistem koordinasi kerja antar unit kerja

dalam organisasi POLRI yang mampu
menciptakan potensi yang ept;mai daiam_
tugas kepﬂhsaan _ i

2. Dalam proses pembinaan dan
pengembangan manajemen POLR! agar
tapat disesuaikan dengan gerak dan arah
Pembangunan Nasional, sehingga pelak-
sanaan tugas POLR! dapat memenuhi
berbagai tuntutan dan harapan
masyarakat dalam layanan tugas
kepolisian. Untuk hal ini dapat diwujudkan .
dengan proses pendidikan, latihan dan
penelitian yang dilakukan dalam subsistem
pembinaannya,




3 ?-i}ntuR meiakukan upaya penyzapan dan
secara dini, konszsten dan berl'é'n]ut perlu
-~ fiketahui tuntutan pemenuhan kebutuhan
- daiam g}TBSES suksesi alami’ yang’ dinadapi
?QLRI seiring dengan tuntutan kebutuhan

masayarakm dalam Iayanan kepolisian di
© - samping “itu juga- “periu- ‘diketahui

kelangkaan momentum serta keterbatasan
ileshaga; sumber daya yang dnhadapi FULR!
di masa yang akan datang :

4, Untuk meningkatkan kinerja, ethos

keria maupun disiplin keda di lingkungan
tugas POLRL perlu dibudayakan sikap
panutan atau keteladanan di kalangan elite
eksekutif POLRI, sshingga untuk hal ini
dalam pembinaan dan pengembangan
sumber daya personil POLRi perlu
memperhatikan prestasi dan kompetisi
karier yang bail;

5. Untuk meningkatkan profesional kerja
kapolisian dalam lembaga POLRI dalam
manajemen pembinaan dan penggunaan
kemampuan tugas kepolisian dalam
lembaga POLR] perlu ditumbuhkan budaya
mau berpikir fuas, sehingga setiap langkah
kebijaksanaan dalampelaksanaan tugas
kepolisian yang diembannya tidak terfokus
hanya pada jabaran kerja dalam
antisipasinya terhadap aspek kriminalitas
daltam siklus criminal justice system saja,
namun dalam hal ini harus terarah dalam
fingkup yang lebih luas sesuai dengan
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tuntutan tugas kepolisian -dalam-pola
kehidupan ‘sosial’ masyarakat d: ;aman
modern. ; L

8. Proses evaluasi dan validasi pada
manajemen-tugas kepolisian: dalam
organisasi POLRl-hendaknya ‘dapat
dilakukan secara, “berlanjut- dengan

: mendasarkan data tentang tuntltan

kebutuhan kermampuan:dan %antangaﬂ
tugas yang dihadapi, sehingga dalam setiap
panugasar unsur fungsi dan atau unit
tugas kepofisian dapat ditunjang dengan
suatu penataan gelar kemampuan
kepolisian, target sasaran- serta
kelengkapan sarana dan prasarananya
sesuat tuntutan optimal kerja kepahsuaﬁ
yang efektn‘

Memahami berbagai hal tersebut di
atas maka untuk mewujudkar potensi
lembaga kepolisian yang profesional dan
mandiri dalam organisasi POLRI, perlu
dilakukan berbagai kerja keras antara lain
dalam hal sebagai berikut :

1. Mendasari keadaan faktual bahwa
kelembagaan kepolisian dapat diartikan
sebagai wujud penampilan organisasi,
personil dan tugas kepolisian, maka dalam
pembinaan dan pengembangan POLRI
selanjutnya agar diarahkan pada tuntutan
dan harapan masyarakat dalam
pemenubhan kebutuhan layanan tugas
kepolisian yang profesionai. Uniuk hal
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trobutsgr ey momporitian tots
dan_gerak eknlsglk dari- ketiga’ hentuk;':-.'i
;peaamplian Iembaga_-_kepohszan ang.-

meimgkup keh' ;Jan P _ I.RI

nasional suatu bangsa dan atau negara

an| pengembangan dan pembinaan peran,
tugas dan kemampuan POLRIsebagai
unsur pelaksana penegakan hukum -dan
-ketertshan umum: agar. dapat selalu
“diarahkan pada upaya pemenuhan tuntutan
‘kebutuhan dalam mewujudkan kualitas
ketertiban, keadilan dan ketentraman
masyarakat yang obyektif: e

3. Memperhatikan bahwa. ekesistem

H e

-_ditemukan oleh sistem sosial kehldupan_
R ya, maka dalam kehuaksana '

kehidupan merupakan sumber energi dan
pola.tatanan gerak dari berbagal unsyr
__ _._eknlngz kehidupan maka dalam penentuan.
. setiap. kebi]aks'a'ian pembinaan dan

: " ‘pengembangan kemampuan - tugas
-2 Memahaml hahwa tata nilai tujuan

kepelisian pada [embaga POLRI ‘agar

._ memasukan unsur upaya da?am mem-
 bentuk tatanan kemampuan snstem fungs; _
“dan kesenjataan kepolisian yang.dilangkapi

dengan kemampuan psikosesial dlsetlap
lini kerjanya. Dari paduan® sistem
kemampuan tersebut diharapkan berbagai

-kondisi. permasalahan, tantangan dan
~kendala maupun situasi-konilik -yang
selama ini. meliput pelaksanaan. tugas
kepolisian dalam kelembagaan PQLRI
-dapat dideteksi secara.dini, diant:smasz_

secara obyektif serta dttmdakianjutl secara
segera dan optimal.
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